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Pendahuluan

Pandemi virus corona yang sampai saat ini belum juga berakhir, mengakibatkan dampak pada
kehidupan masyarakat, salah satunya adalah dampak perekonomian(Hanoatubun, 2020). Hal tersebut
membuat langkah pemerintah melakukan kebijakan untuk meminimalisir penyebaran virus corona.
Langkah kebijakan tersebut adalah melakukan pembatasan aktivitas berkumpul, seperti beribadah,
belajar dan bekerja, sehingga dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, maka seluruh masyarakat
harus dapat beradaptasi pada perubahan tersebut, agar kegiatan dimasyarakat tetap berjalan meskipun
masih dalam ancaman virus corona(Napitu et al., 2021).

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah untuk menyegah penyebaran Covid_19 terutama di
tempat kerja agar tidak muncul klaster baru di tempat kerja, adalah kebijakan sistem kerja, yang mana
pegawai atau karyawandapat melakukan pekerjaannya dirumah atau jauh dari kantor yang kita kenal
dengan sebutan Work From Home (WFH). Berdasarkan intruksi dari Presiden Joko Widodo terkait
dengan penyebaran Covid_19, yaitu masyarakat diminta untuk dapat mencegah penyebaran
Covid_19, dengan melakukan segala aktivitas dari rumah. salah satunya adalah melakukan pengaturan
sistem kerja dari rumah(Sina, 2020).

Atas intruksi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan pengaturan sistem kerja, maka Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait dengan sistem kerja yaitu terdapat pada
Surat Edaran Kemendikbud. No. 20 Tahun 2020 (SE.Kemendikbud, 2020). Direktur Jendral
Pendidikan Vokasi juga mengeluarkan Surat Edaran No. 810/D/PR.01.00/2020 tentang penyesuaian
sistem kerja dan pelaksanaan perkuliahan/pembelajaran di lingkungan Perguruan Tinggi Vokasi
(Pendidikan, 2020).

Berdasarkan surat edaran tersebut, maka Pembantu Direktur Il Politeknik Negeri Malang
mengeluarkan kebijakan bagi seluruh pegawai di lingkungan Politeknik Negeri Malang untuk
melakukan Work from Home (WFH) dan menghentikan sementara aktifitas pembelajaran di kampus.
Kebijakan ini bertujuan agar terhindar dari penyebaran virus corona ditempat kerja, selain itu juga
mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan pegawai dilingkungan Politeknik Negeri Malang
akan tetapi tetap menjamin pelayanan pendidikan berjalan dengan baik. Sehingga dengan adanya
kebijakan ini maka PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri juga harus melaksanakan
kebijakan tersebut kepada pegawai untuk melakukan pengaturan sistem kerja.

Work from Home (WFH) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang mengadopsi model
kerja dimana pegawai menggunakan teknologi telekomunikasi untuk bekerja dari rumah (Mungkasa,
2020).

PSDKU Politeknik Negeri Malang Kota Kediri ini merupakan bagian dari Politeknik Negeri
Malang yang menerapkan kebijakan sesuai surat edaran dari Dirjen Pendidikan Vokasi No.
810/D/PR.01.00/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dan Pelaksanaan Perkuliahan/Pembelajaran
Untuk Persiapan Bekerja dan Beraktifitas dalam Tatanan Kenormalan Baru (New Normal) di
lingkungan Perguruan tinggi Vokasi.

Bekerja dari rumah (WFH) merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menjawab
tantangan yang timbul dari virus corona (Taufik& Warsono, 2020). Oleh karena itu, meskipun
kebijakan ini harus ditegakkan oleh seluruh penegak kebijakan, kebijakan ini tidak berlaku bagi
pejabat pada jabatan struktural tertinggi. Hal ini sejalan dengan Nota Dinas No.
53/PUDIR.II/KP/2020 bahwa pegawai struktural wajib tetap berada di kantor untuk memperlancar
koordinasi operasional dan untuk memastikan berfungsinya layanan kantor secara optimal dan baik.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan penyempurnaan atau
pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan atau disetujui dengan menggunakan sarana (tools) untuk
mencapai tujuan kebijakan (Wajdi, 2022). Fungsi tujuan implementasi adalah untuk membangun
hubungan yang memungkinkan terwujudnya tujuan atau sasaran kebijakan publik sebagai 'hasil' dari
kegiatan yang dilaksanakan pemerintah. Implementasi sebagai suatu sistem terdiri dariunsur-unsur
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dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan (Putra& Khaidir,

2019).

Menurut Policy Implementation Theory George Edward Il dalam (Putra & Khaidir, 2019),
implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting, dan sebaik apa pun suatu kebijakan,
akan gagal jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya. Menurut Gorge C.
Edwards 11l dalam (Kiwang, 2018), ada empat variabel yang memegang peranan penting dalam
keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi, komunikasi berlangsung baik antar individu maupun antar kelompok, dan tujuan
komunikasi adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi yang dikandungnya

2. Sumber daya adalah keharusan untuk implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan
membutuhkan dukungan baik dari sumber daya manusia maupun non-manusia

3. Disposisi merupakan faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan. Jika
pelaksana setuju dengan isi kebijakan, maka ia akan dengan sukarela melaksanakan kebijakan
tersebut. Namun, banyak masalah muncul dalam proses implementasi ketika para implementor
memiliki pandangan yang berbeda terhadap kebijakan tersebut.

4. Birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek birokrasi mencakup dua elemen
kunci: mekanisme badan pelaksana itu sendiri dan struktur organisasi. Mekanisme pelaksanaan
program biasanya ditentukan oleh prosedur operasi standar (SOP) dan mudah dipahami oleh
mereka yang terlibat dalam program/kebijakan.

Berangkat dari pembahasan di atas, tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan dan menganalisis implementasi SE Kemendikbud No. 2020 terkait Kebijakan Work
from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang Kota Kediri, serta untuk mengetahui apa
saja faktor kendala dan pendukung implementasi tersebut. Manfaat dari penelitian ini adalah bisa
memberikan informasi kepada institusi terkait, berkaitan dengan hasil pelaksanaan kebijakan WFH
termasuk data-data yang menjadi kendala dan pendukung keberhasilan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif (Yuliani, 2018).
Menurut (Soendari, 2012), penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-
masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan. Adapun informannya adalah
staff dan dosen PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. Penelitian ini difokuskan pada teori
Gorge Edward Il yang berkaitan dengan implementasi kebijakan. Teknik pengumpulan data dengan
wawancara, dokumentasi dan observasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara dan
checklist dokumen. Data berupa laporan wawancara, data dokumen dan temuan hasil observasi.
Teknik analisis data dengan analisis model interaktif, meliputi: pengumpulan data, kondensasi data,
penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian dapat dilihat dalam diagram
alir sebagai berikut.
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Gambar 1. Diagram alir penelitian

Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di
Kota Kediri
Berdasarkan fokus penelitian pada teori George Edward Ill terkait implementasi, Maka dapat
diketahui dari hasil wawancara dari beberapa informan, hasil penelitian tersebut berupa tabel sebagai
berikut :

Tabel 1. Hasil Penelitian pada Implementasi

No. Masalah Fokus Data Temuan
Penelitian
1 Bagimana a. Komunikasi [1. Intensitas adanya sosialisai
Implementasi Sosialisasi kebijakan Work from
SE Kebijakan Home
Kemendikbud Work  from
No.20 tahun Home
2020  terkait (WFH)
Kebijakan
Work from 2. Kejelasan adanya kejelasan pesan
home (WFH) Komunikasi | kebijakan
di PSDKU konsistensi pesan sesuai
Politeknik 3. Konsistensi | intruksi dari surat edaran
Negeri Malang Pesan Politeknik Negeri
Kota Kediri ? Malang
b. Sumberdaya [1. Sumber daya| menjalankan kebijakan
Manusia namun untuk pejabat
struktural tidak
melaksanakan Work
from Home karena jenis
pekerjaan yang
diharuskan tetap bekerja
dikantor
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2. Sumberdaya | adanya dukungan sarana
Pendukung dan prasarana

c. Disposisi 1. Persepsi Semua responden
Pelasksana | mendukung  kebijakan

tersebut
2. Respon memberikan respon

Pelaksana yang baik, tapi untuk
Dosen menjadi kendala
dalam pembelajaran
daring/online
3. Tindakan adanya tindakan untuk
Pelaksana melaksanakan kebijakan
d. Struktur Pembentuk | Struktur organisasi
birokrasi an Struktur | sudah sesuai dengan
Organisasi | pembagian tugas dan
tupoksi yang ada yang
mana untuk pegawai non
struk tural menerapkan
Work from home

=

sedangkan pegawai
struktural tidak harus
menerapkan

Work from Home
2. Pembagian | Pembagian tugas sudah

tugas sesuai dengan jabatan
pelaksana di struktur

organisasi
3. Koordinasi | Koordinasi antara
Pelaksana pegawai tidak

Kebijakan mengalamin kendala

B. Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di
PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan para informan dari fakor
pendukung diketahui bahwa fasilitas pendukung menunjukkan adanya dukungan sarana dan
prasarana, seperti adanya sistem teknologi yang bisa digunakan untuk kehadiran pegawali,
bantuan paket data berupa pulsa untuk dosen, adanya tempat cuci tangan/wastafel,sabun cuci
tangan, alat pengecek suhu tubuh dan hanzsanitizer. Sedangkan dari faktor kendala pada
implementasi diketahui adanya kendala jaringan internet yang tidak stabil saat berlangsungnya
perkuliahan daring/online.

Hasil dan Pembahasan
A. Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di
Kota Kediri
1. Komunikasi
Pada penyajian hasil penelitian dari aspek komunikasi implementasi sudah baik,
berdasarkan jawaban dari beberapa responden terkait dengan sosialisasi yang dilakukan oleh
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bagian Kepegawaian melalui pesan media WhatssAp di Group tersampaikan oleh semua
pegawai. Indikator kejelasan komunikasi sudah jelas berdasarkan intruksi dari Nota Dinas Pudir
Il No. 53/PUDIR.11/KP/2020, adanya petunjuk teknis tentang kebijakan Wrok from Home, Ada
juga konsistensi pesan. Artinya, tidak ada pesan kebijakan yang bertentangan antara satu tatanan
kebijakan dengan tatanan kebijakan lainnya.

2. Sumberdaya
Hasil observasi dan wawancara dari sumberdaya manusia adanya kepatuhan pelaksana

kebijakan yaitu pegawai dalam menjalankan kebijakan Work from Home (WFH), namun untuk
pegawai yang menjabat struktural tidak bisa menerapkan Work from Home (WFH) dikarenakan
jenis pekerjaan terkait dengan pelayanan sedangkan dari sumberdaya pendukung sudah didukung
dengan penyediaaan Sistem Absensi Online untuk pegawai, paket data untuk dosen, penyediaan
alat pengecek suhu tubuh, tempat cuci tangan disetiap gedung kantor, handsanitizer, penyediaan
masker, dan tempat duduk berjarak yang disediakan di kantor serta tulisan himbauan dipintu

masuk untuk wajib patuh protokol kesehatan.

3. Disposisi

Dari penyajian hasil aspek disposisi bahwa pelaksana memiliki sikap mendukung terhadap
kebijakan Work from Home (WFH) untuk mencegah penularan Covid_19 ditempat kerja.
demikian juga dari hasil penelitian untuk indikator respon pelaksana responya sangat baik, tapi
untuk Dosen kurang efektif terutama dalam perkuliahan daring/online mahasiswa kurang fokus
terhadap materi yang diberikan. untuk indikator tindakan pelaksana yaitu adanya sikap tindakan
untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerjabagi pegawai untuk pelaksanaan Work from
Home (WFH) dan tindakan-tindakan bagi tenaga pengajar berupa memberikan perkuliahan
kepada mahasiswa secara daring/online.

4. Struktur Birokrasi
Dari penyajian hasil aspek struktur birokrasi terungkap bahwa struktur organisasi sudah
ada, dan pelaksanaan kebijakan Work form Home (WFH) dalam pembagian tugas sudah sesuai
dengan tupoksi di struktur organisasi yang ada di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota
Kediri, yang mana sistem kerja bagi pejabat struktural tetap masuk dikantor sedangkan untuk
staff pegawai struktural dan non struktural harus melakukan Work from Home (WFH) 50
persen.

B. Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH)di
PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
Faktor Kendala dan pendukung merupakan faktor yang paling penting untuk mengevaluasi
sebuah kebijakan agar menjadi lebih baik, berdasarkan penyajian hasil penelitian yang diperoleh
dilapangan dari faktor kendala implementasi yaitu kendala jaringan internet yang tidak stabil saat
perkuliahan daring/online. Adapun untuk faktor pendukung adanya dukungan dari sumberdaya
manusia yaitu pegawai dan dosen Serta adanya dukungan sarana prasarana di kampus yang
menunjang pelaksanaan kebijakan tersebut.
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C. Analisis Implementasi Kebijakan Work from Home (WFH)di PSDKU Politeknik Negeri
Malang di Kota Kediri
Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang implementasi kebijakan, peneliti
membuat daftar tabel analisis bobot data hasil wawancara informan dalam bentuk kolom
berdasarkan matriks pengumpulan data, (1) adalah'ada, hanya ada atau ada tetapi tidak dilakukan,
(2) adalah ada dan sedang dilakukan (3) adalah ada,sedang dilakukan,dan berjalan baik. Skor
rata-ratanya adalah 2, sehingga skor yang lebih rendah diklasifikasikan sebagai Buruk dan skor
atas diklasifikasikan sebagai Baik, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.
Tabel 2. Analisis Matriks Hasil Wawancara
Aspek-
Iﬁ;ﬁg; Komunikasi Sumberdaya Disposisi Struktur Birokrasi
entasi
Infor Inten Kejelas  Kon Sumber Fasilitas Persep Respon Tinda Pemben Pemba Kon
man sitas an sis daya Pen si kan tukan gian sisten
tensi  manusia dukung Struktur tugas si
R1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2
R2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2
R3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3
R4 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2
1=0 1=0 1=1 1=0 1=0 1=0 1=2 1=0 1=0 1=0 1=0
2=3 2=0 2=3 2=4 2=3 2=4  2=1 2=4  2=3 2=3 2=3
3=1 3=4 3=0 3=0 3=1 3=0 3=1 3=0 3=1 3=1 3=1
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Berdasarkan analisis matrik hasil wawancara, jawaban informan diberi bobot dengan
memberikan nilai (1), (2), dan (3), dan hasil analisis masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi
1) Intensistas Komunikasi

Untuk aspek komunikasi, pada indikator intensistas memberikan bobot (2), artinya “ada dan
sedang dilakukan” intensistas sosialisasi yang dilakukan oleh bagian kepegawaian adalah setiap
adanya intruksi atau Surat edaran dari Politeknik Negeri Malang mengenai kebijakan Work from
Home (WFH), maka akan langsung disampaikan kepada pegawai melalui pesan di Group
WhatsApp, informasi yang disampaikan adalah tentang penyesuaian sistem kerja dimana pegawai
melakukan kerja dari kantor dengan kapasitas pegawai yang masuk kerja 50 persen dari tiap-tiap
unit kerja, dengan ketentuan pegawai masuk kerja 3 hari dari kantor dan 2 hari bekerja dari rumah.
Sehingga dengan demikian intensitas komunikasi sudah baik.

2) Kejelasan informasi

Indikator kejelasan komunikasi memberikan bobot (3) artinya “ada,sedang dilakukan,dan
berjalan baik™ Dari hasil penelitian terlihat kejelasan informasi tentang sosialisasi yang dilakukan
oleh bagian Kepegawaian melalui pesan media WhatsApp di Group tersampaikan oleh semua
pegawai. Kejelasan informasi ini diperkuat dengan adanya intruksi dari Nota Dinas Pudir Il No.
53/PUDIR.II/KP/2020, Tentang petunjuk teknis pelaksanaan sistem kerja pegawaidalam tatanan
kenormalan baru (New Normal) di lingkungan Politeknik Negeri Malang. Dengan demikian bahwa
kejelasan informasi sudah berjalan dengan baik.
3) Konsistensi Pesan

Pada indikator konsistensi pesan memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang
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dilakukan”, Pada Implementasi Work from Home (WFH) yaitu apa yang tertuang dalam SE.
Kemendikbud. No.20 Tahun 2020 terkait Kebijakan Work from Home (WFH) di implementasikan
melalui Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur bidang Il Politeknik Negeri Malang
No. 53/PUDIRII/KP/2020 kepada pegawai yang ada dilingkungan Politeknik Negeri Malang dan
berlaku juga di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri. dalam implementasi sudah
dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada di surat edaran tersebut. dengan demikian
bahwa konsistensi pesan sudah dilaksanakan dengan baik.

b. Sumberdaya
1) Sumberdaya Manusia
Pada indikator sumberdaya manusia memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang
dilakukan”, sumber daya manusia atau pelaksana kebijakan adalah kemampuan dan kemauan
dalam melaksanakan kebijakan tersebut, untuk indikator sumberdaya manusia dalam hal ini
pegawai, sudah menjalankan kebijakan tersebut sesuai intruksi dari Nota Dinas yang dikeluarkan
oleh Politeknik Negeri Malang. dengan demikian sumberdaya manusia sudah melaksanakan
kebijakan tersebut dengan baik.
2) Sumberdaya Fasilitas Pendukung
Pada sumberdaya pendukungmemberikan bobot (2) artinya “ada dan sedang dilakukan”,
dalam penelitian ini fasilitas pendukung yang ada berupa sistem absensi onlien melalui portal
polinema.dan fasilitas pendukung prokes berupa tempat cuci tangan, sabun cuci tangan,
handsanitizer, alat termogun, tempat duduk berjarak, dan masker. Sehingga dengan demikian dari
aspek sumberdaya fasilitas pendukung sudah cukup baik karna tidak ada pegawaiyang mengalamin
gejala Covid 19 saat bekerja di kantor.

c. Disposisi
1) Persepsi Pelaksana
Pada indikator persepsi pelaksana memberikan bobot (2) ) artinya “ada dan sedang
dilakukan”, pelaksana kebijakan menerima sepenuhnya kebijakan Work from Home (WFH)
sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi terhadap Virus Covid-19 agar tidak muncul klaster di
tempat kerja. dari hasil penelitian tentang disposisi pada implementasi kebijakan Work from Home
(WFH), menunjukkan adanya sikap dukungan pada kebijakan tersebut. Karena kebijakan
inimembantu pemerintah mengatasi penularan Virus Covid-19 di indonesia.
2) Respon Pelaksana
Pada indikator respon pelaksana memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang dilakukan”,
para pelaksana memberikan respon positif terhadap kebijakan Work from Home (WFH). Sehingga
dengan demikian respon pelaksana kebijakan sudah cukup baik.
3) Tindakan Pelaksana
Pada indikator tindakan pelaksana memberikan bobot (2) artinya “ada dan sedang dilakukan”,
pelaksana sudah menjalankan kebijakan dengan baik, Namun dalam proses pelaksanaannya
mengalami kendala yaitu sinyal internet jelek, dan kurang fokusnya mahasiswa dalam mengikuti
perkuliahan daring. Sehingga dengan demikian tindakan pelaksana sudah dijalankan dengan baik
namun belum efektif.

d. Struktur Birokrasi

1) Struktur Organisasi
Pada indikator struktur organisasi memberikan bobot (2)artinya “ada dan sedang dilakukan”,
struktur organisasi pelaksana sudah ada, para pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut sesuai
dengan jabatan dan tupoksi pegawai yang ada di struktur organisasi. Sehingga dengan demikian
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struktur organisasi di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri dari aspek struktur
birokrasi sudah ada dan berjalan dengan baik.
2) Pembagian Tugas
Pada indikator pembagian tugas memberikan bobot (2), artinya “ada dan sedang
dilakukan”, para pelaksana melaksanakan kebijakan tersebut sesuai dengan pembagian tugas dan
petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan kebijakan Work form Home (WFH), yang mana sistem
kerja bagi pejabat struktural tetap masuk dikantor sedangkan untuk staff pegawai struktural dan
non struktural harus melakukan sistem kerja Work from Home (WFH) 50 persen. Dengan demikian
pembagian tugas untuk melaksanakan kebijakan tersebutsudah sesuai dengan struktur organisasi
dan berjalan dengan baik.
3) Koordinasi antar Pelaksana
Pada indikator koordinasi antar pelaksana memberikan bobot (2)artinya “ada dan sedang
dilakukan”, koordinasi antar pelaksana kebijakan sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan
adanya komunikasi pelaksana yang melakukan kerja dari rumahdengan pelaksana yang melakukan
kerja dari kantorserta adanya komunikasi antara staff bawahan dan pimpinan maka tugas-tugas
dapat diselesaikan dengan baik. Dengan demikian koordinasi dan komunikasi antar pelaksana
kebijakan sudah dilakukan dengan baik.

D. Analisis Faktor Kendala dan Pendukung Implementasi Kebijakan Work from Home
(WFH)di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota Kediri
a. Faktor Kendala Implementasi
Faktor kendala implementasi ditemukan pada hasil wawancara dengan dosen yang
menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut, terdapat kendala pada jaringan internet
yang tidak stabil saat berlangsungnya perkuliahan. Dengan demikian kebijakan sudah
dilakukan oleh para implementor dengan baik, namun kebijakan belum efektif terutama bagi
para dosen dan mahasiswa saat berlangsungnya pembelajaran secara daring/online.

b. Faktor pendukung implementasi
Pada faktor pendukung implementasi, para pelaksana kebijakan sudah menjalankan
kebijakan tersebut sesuai intruksi dari Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Politeknik Negeri
Malang. Sedangkan dariSerta fasilitaspendukung sudah ada dan baik, Sehingga dengan
demikian dari aspek sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung sudah cukup baik karna tidak
ada pegawai yang mengalamin gejala Covid_19 saat bekerja di kantor.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwasannya implementasi SE Kemendikbud. No.20 Tahun
2020 terkait Kebijakan Work from Home (WFH) di PSDKU Politeknik Negeri Malang di Kota
Kediri, sudah dilaksanakan oleh pegawai dan sudah berjalan dengan baik, dari indicator komunikasi
sudah terjalin dengan baik, pelakasana kebijakan juga sudah melaksanakan kebijakan dengan baik,
dari sumberdaya pendukung sudah didukung dengan adanya teknlogi berbasis online dan fasilitas
protocol kesehatan namun ada faktor kendala pada implementasi yaitu kendala jaringan internet yang
tidak stabil saat berlangsungnya perkuliahan.
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